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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 
PUTUSAN NOMOR : (69/PID.SUS/TPK/2012/PN.SMG) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, yang mendasari 
hakim tipikor dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara putusan tersebut, dan 
kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Teknis analisis data ini 
merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan 
yang dilakukan Djoko Raino Sigit. S.Pd., M.Si. telah menyalahgunakan 
kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dikategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam 
perkara putusan korupsi tersebut adalah Djoko Raino Sigit S.Pd, M.Si. selaku 
Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan terdakwa sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama-sama. 
 
Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana, korupsi, penyalahgunaan wewenang 
 
Abstract 
This study aims to determine law enforcement against the perpetrators of criminal 
acts of corruption abuse of authority in office, which underlies the corruption 
judge in deciding the perpetrator of the criminal act of corruption of abuse of 
authority in the position on the case of the decision, and the obstacles that exist in 
law enforcement against corruption. This research is a normative juridical legal 
research. Methods of data collection through literature study and interview. 
Technical analysis of this data is a qualitative analysis. The results showed that 
the acts done by Djoko Raino Sigit. S.Pd., M.Si. has misused his authority as 
Head of Education Office categorized as a criminal act of corruption. The judge's 
judicial consideration in deciding the perpetrators of corruption in the corruption 
case is Djoko Raino Sigit S.Pd, M.Si. as Head of Sukoharjo Education Office, with 
the intention of benefiting oneself or others or a corporation, misuses the 
authority or opportunity or means available to him because of his position or 
position, can harm the state finance or economy, and the defendant as the person 
doing, order to commit or participate in a criminal act of corruption together. 
 
Keywords: law enforcement, criminal acts, corruption, abuse of authority. 
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1. PENDAHULUAN 
Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang 
dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga 
ditemukan obat penangkalnya. Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia 
menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya 
integritas pejabat publik memicu konflik kepentingan yang mengakibatkan 
pejabat publik terjerumus ke dalam jejaring pelaku pelaku korupsi. 
Peraturan Perundangan-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas 
tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun 
demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah. 
Disisi yang lain korupsi tidak hanya memasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi 
juga berkembang dilingkungan yudikatif dan legislatif. 
“Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang disekitar 
pemegang kekuasaan kehakiman. Kencenderungan sekarang melihat ke lembaga 
lembaga legislatif dan tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, hampir semua 
jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya tarif”.1 Kegagalan ini 
sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat 
jalannya pembangunan yang berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu 
kerusakan sosial yang sulit diperbaiki.  
Tindak pidana korupsi juga merambat ke daerah-daerah di Indonesia, dan 
banyak melibatkan pejabat daerah, “seperti yang terjadi di daerah Sukoharjo Jawa 
Tengah, kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo Djoko Raino ditetapkan sebagai 
tersangka kasus korupsi dana beasiswa untuk warga miskin sebesar 3,4 milyar 
rupiah untuk anggaran tahun 2009”.2  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, yang 
mendasari hakim tipikor dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara putusan 
tersebut, dan kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 
korupsi. 
                                                             
1
 Leden Marpaung. 2001. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Penegakan. Jakarta: 
Djambatan, halaman 27 
2
https://www.google.com/search?q=kasus+djoko+raino&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab# 
3 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara 
hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kasus (case 
approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
3
  
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena di pengadilan 
tersebut mempunyai salinan putusan nomor (69/PID.SUS/TPK/2012/PN.SMG). 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. 
Adapun analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada Perkara Putusan 
Korupsi 
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia melalui kebijakan 
pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (social policy), di mana salah 
satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law 
enforcement policy) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). 
Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri 
merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
4
 
Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan 
penegakan hukum (law enforcement policy).
5
 Sebagai usaha penanggulangan 
kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantahkan dalam berbagai bentuk. 
Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering 
disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini 
secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa 
                                                             
3
 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, hal, 94. 
4
 Fernandes Edy Syahputra Silaban, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak 
Pidana Narkotika di Indonesia,” Jurnal Ilmiah, 2012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera 
Utara, Medan, hlm. 4 
5
 Mahmud Mulyadi, 2011, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, hlm. 6 
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usaha-usaha prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal), 
dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini 
masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara 
luas.
6
  
Dalam putusan Nomor: 69/ Pid. Sus/ 2012/ PN. Tipikor Smg. Dengan 
terdakwa Djoko Raino Sigit selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukoharjo dalam perkara tindak pidana korupsi dana Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan pembuktian 
di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 
3.429.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), maka 
berdasarkan hal-hal tersebut, hakim memutuskan dalam amarnya sebagai berikut: 
Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
secara bersama-sama. 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 
tahun 6 bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 
dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
kurungan selama 3 ( tiga ) bulan. 
Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 
3.429.000.000,- jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling 
lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik 
terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika 
terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 
Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan Negara; 
Memerintahkan supaya barang bukti yang tersebut dirampas untuk Negara, 
dan untuk diperhitungkan nilainya terhadap uang Pengganti yang harus dibayar 
oleh Terpidana. 
                                                             
6 Sudaryono. 1998. Kejahatan Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
hlm. 41 
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Penjatuhan putusan oleh hakim dalam putusan tersebut merupakan bagian 
dari criminal law enforcement sebagai penegakan hukum pidana dalam perkara 
tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam putusan tersebut masih bersifat 
represif yang menggunakan sarana penal, dengan menerapkan sistem peradilan 
pidana (criminal justice system) yang prosedural sehingga menghasilkan putusan 
yang demikian. Belum maksimalnya penggunaan sarana non penal yang meliputi 
usaha-usaha preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi itu sendiri dan juga 
belum maksimalnya sosialiasi di masyarakat secara luas dalam bentuk 
penyuluhan-penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi. 
Penjatuhan amar putusan hakim dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 
bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- belum memenuhi rumusan 
pasal yang didakwakan yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 
20 tahun 2001, yang berbunyi bahwa: 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah.)” 
 
Di mana pidana penjara yang dijatuhkan hanya 5 tahun 6 bulan, mengingat 
kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Dan juga pidana denda yang 
dijatuhkan belum memenuhi pidana denda minimal yaitu hanya Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) dari ketentuan formal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah). 
Ketentuan pidana tersebut juga beserta dengan pidana tambahan berupa 
kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.429.000.000,- dengan 
ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan, 
maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk 
membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 
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Hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan formal perundang-undangan pasal 18 
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkara ini, hakim memutuskan 
hukuman untuk membayar uang pengganti sebanyak 3 milyar lebih sesuai dengan 
harta yang diperoleh dari korupsi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 
PTPK namun hakim tidak turut mencabut seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Padahal dalam hal ini terdakwa 
adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai 
hak-hak tertentu dalam jabatannya.  
Di mana Djoko Raino Sigit adalah sebagai aparatur sipil negara atau ASN 
yang berwenang menjaga kode etik dan kode perilaku dalam mengemban 
fungsinya sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam clausa pertimbangan UU 
ASN huruf d dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan 
nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.
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3.2  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam 
Jabatan dalam Perkara Putusan Korupsi 
Dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Djoko 
Raino Sigit, hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
3.2.1 Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa dakwaan 
Primair maupun dakwaan Subsidair. 
                                                             
7
 Huruf d Clausula Pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara 
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Dakwaan Primair. Perbuatan Terdakwa DJOKO RAINO SIGIT, S.Pd, 
M.Si, Bin PRATISNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 
64 ayat (1) KUHP. 
Dakwaan Subsidair. Perbuatan Terdakwa DJOKO RAINO SIGIT, S.Pd, 
M.Si, Bin PRATISNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
3.2.2 Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang 
diperdengarkan di persidangan yang masing-masing telah memberikan 
keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing. Selain 
itu juga dipertimbangkan keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut 
umum yang didengarkan di dalam persidangan yang telah memberikan 
pendapat di bawah sumpah, selain itu juga diperdengarkan keterangan 
Saksi Ade Charge yang diajukan di dalam persidangan yang telah 
menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bahwa sumpah. 
3.2.3 Keterangan terdakwa DJOKO RAINO SIGIT, S.Pd, M.Si, Bin 
PRATISNO.  
3.2.4 Barang bukti I dan barang bukti II yang diajukan di persidangan oleh 
Penuntut Umum yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun 
kepada terdakwa 
3.2.5 Fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, 
keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang 
satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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Setiap orang. Terdakwa DJOKO RAINO SIGIT, S.Pd, M.Si, Bin 
PRATISNO memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan 
baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang 
berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang 
dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata 
lain. Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab 
baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk kalau 
akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku 
tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. 
Secara melawan hukum. Bahwa ternyata dana BSM SD yang dicairkan 
oleh terdakwa pada tahun 2009 dan 2010 tersebut tidak disalurkan sepenuhnya 
kepada siswa miskin yang berhak menerimanya pada tahun 2009, yaitu sebanyak 
4.918 siswa, masing-masing siswa mendapat jatah sebesar Rp. 
360.000/anak/tahun, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.770.480.000,- dan pada 
tahun 2010, jumlah siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin sebanyak 4.667 
siswa, masing-masing siswa mendapat jatah sebesar Rp. 360.000/anak/tahun, 
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.680.120.000,-. 
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa apa 
yang didalilkan oleh Penunut Umum dalam dakwaannya telah mampu ia buktikan 
dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil dana BSM-SD tahun 2009 dan 
2010 sebesar Rp. 3.450.600.000,- sebagaimana keterangan Saksi Diah 
Kusumaningsih selaku Supervisi bagian Pelayanan Kantor Pos Sukoharjo, dan 
saksi Sulistiyanto Tjatur Phinadiarso selaku Kepala Kantor Pos Sukoharjo, 
serta pengakuan terdakwa sendiri. Namun demikian mengenai besaran uang 
sebagai pertambahan nilai kekayaan terdakwa sebagaimana yang dikemukakan 
Penunut Umum sebesar Rp 3.432.600.000,00 tersebut, Majelis Hakim dalam hal 
ini tidak sepenuhnya sependapat dengan Penunut Umum, di mana 2 (dua) orang 
saksi yakni Sutarno, S.Pd., dan saksi Drs. Didik Winarso Bin Sularto, 
dipersidangan telah mengakui bahwa terdapat 10 orang siswa miskin dari 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, telah menerima dana BSM pada 
bulan September 2010 masing-masing sebesar Rp. 360.000,- jumlah seluruhnya 
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yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga menurut 
perhitungan Majelis Hakim dana yang diselewengkan dan telah memperkaya 
terdakwa adalah sebesar Rp 3.432.600.000,- dikurangi Rp. 3.600.000,- = Rp. 
3.429.000.000,-. 
Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa 
sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa dana BSM yang telah dialokasikan 
kepada Kabupaten Sukoharjo mendapatkan alokasi sebesar Rp 1.770.480.000,00 
pada tahun 2009 dan sebesar Rp 1.680.120.000,00 pada tahun 2010. Sehingga 
total alokasi dana Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar yang diterima oleh 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 dan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 
3.450.600.000,- untuk disalurkan kepada 9.585 siswa miskin yang berhak 
menerimanya. Bahwa ternyata Dana BSM tahun 2009 dan 2010 tersebut secara 
melawan hukum telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sukoharjo. Bahwa berdasarkan hasil Audit investigasi BPKP 
Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, dana BSM-SD tahun 2009 dan tahun 2010 
yang dicairkan  dari Kantor Pos Sukoharjo oleh terdakwa  hanya disalurkan 
kepada 50 (lima puluh) siswa miskin sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta 
rupiah), akan tetapi dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi 
yaitu saksi Sutarno, S.Pd., dan saksi Drs. Didik Winarso Bin Sularto, 
mengakui bahwa terdapat 10 orang siswa miskin dari Kecamatan Mojolaban, 
Kabupaten Sukoharjo, telah menerima dana BSM pada bulan September 2010 
masing-masing sebesar Rp. 360.000,- jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 
3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian dana 
BSM yang telah disalurkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 18.000.000.- 
ditambah Rp. 3.600.000,- seluruhnya adalah sebesar Rp. 21. 600.000,-  (dua puluh 
satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian dana BSM tahun 2009 dan 
tahun 2010 yang tidak disalurkan oleh terdakwa kepada siswa miskin yang berhak 
menerimanya, jumlah mana merupakan kerugian negara yaitu dana BSM yang 
dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.450.600.000,- dikurangi jumlah dana BSM 
yang telah disalurkan oleh terdakwa sebesar Rp. 21.600.000,- = Rp. 
3.429.000.000,-. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 
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tindak pidana yang ke-empat ini, yaitu Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan 
Negara atau Perekonomian Negara”  telah terpenuhi. 
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjalin 
kerjasama yang erat antara terdakwa dengan Saksi Diah Kusumaningsih selaku 
Supervisi bagian Pelayanan Kantor Pos Sukoharjo yang diketahui oleh saksi 
Sulistiyanto Tjatur Phinadiarso selaku Kepala Kantor Pos Sukoharjo, untuk 
mencairkan secara tunai Dana BSM tahun 2009 dan 2010. Kerjasama antara 
terdakwa dengan saksi Diah Kusumaningsih selaku Supervisi bagian Pelayanan 
Kantor Pos Sukoharjo dan saksi Sulistiyanto Tjatur Phinadiarso tersebut jelas 
dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh mereka bersama sebagaimana juga 
telah diakui sendiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pleidoinya halaman 38 
bahwa antara terdakwa dengan pihak Kantor Pos tersebut telah dilakukan 
beberapa kali pertemuan baik langsung maupun melalui pembicaraan telepon di 
mana pihak Kantor Pos bersikap aktif menawarkan kepada terdakwa untuk 
melakukan pencairan dana BSM tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut melalui tiga 
mekanisme pencairan, yaitu: pencairan tunai, melalui tabungan atau tabanas, dan 
melalui rekening giro, di mana tawaran itu nyatanya telah diterima dengan baik 
atau dengan kata lain telah terjadi kesepakatan diantara mereka untuk mencairkan 
dana BSM tahun 2009 dan tahun 2010 secara secara tunai yaitu sebesar Rp. 
3.450.600.000,-. 
Perbuatan-perbuatan mana masing-masing mempunyai hubungan yang 
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 
Perbuatan terdakwa mulai dari pembentukan Panitia, BSM, mengadakan 
pertemuan, dan kesepakatan dengan pihak Kantor Pos Sukoharjo, mengajukan dan 
melengkapi persyaratan pencairan dana, melakukan pencairan dana BSM tahun 
2009 dan tahun 2010 secara tunai, dan tidak menyalurkan seluruh dana BSM 
kepada siswa miskin yang berhak menerimanya, adalah merupakan rangkaian 
perbuatan yang telah direncanakan dan dikehendaki oleh terdakwa, di mana 
masing-masing perbuatan itu satu sama lain mempunyai hubungan yang erat, yang 
dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama. 
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3.2.6 Karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak 
pidana dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Perimair, dan alat 
bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti 
yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP di mana antara 
alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling 
berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa 
benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai 
pelakunya. 
Untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 
Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
3.2.7 Ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 
Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 
(1) KUHP dalam dakwaan Primair tersebut adalah bersifat kumulatif, di 
mana selain dijatuhi pidana penjara kepada yang bersalah juga dijatuhi 
pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.  
Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam KUHP, terhadap Terdakwa dikenakan pidana 
tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti mendapatkan uang untuk dirinya 
sendiri sebesar Rp. 3.429.000.000,-. Sehingga terhadap Terdakwa harus 
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dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar uang 
yang diterimanya tersebut yang akan ditetapkan dalam putusan ini nanti. 
Dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan di 
atas, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi tersebut hakim telah 
mempertimbangkan baik dari unsur-unsur dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 
ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 
yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti-barang bukti yang 
saling bersesuaian sehingga memberi keyakinan kepada hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana dalam perkara korupsi penyalahgunaan wewenang 
sesuai dengan pembuktian di persidangan. 
 
3.3  Kendala dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan 
Wewenang dalam Jabatan 
Pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai 
keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak 
hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-
faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur 
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling tarik menarik di 
masyarakat. 
Sehubungan dengan hal di atas, maka kendala utama dalam penegakan 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sendiri adalah 
faktor budaya hukum dan juga struktur hukum yang meliputi aparat penegak 
hukum sendiri. Tanpa adanya birokrasi yang baik atau aparatur-aparatur negara 
yang baik maka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN  tidak 
akan tercapai dan tidak akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good 
governance) sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Sebagaimana pendapat DR. Andi Hamzah, S.H, tentang sebab-sebab orang 
melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-
faktor: 1) Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan 
kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 2) Latar belakang kebudayaan atau 
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kultur Indonesia. 3) Dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia, 
menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri 
sendiri memang diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu 
disusun Wetboek van Strafrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan 
Pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHPidana Indonesia. 4) Manajemen yang 
kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien. 5) Modernisasi 
mengembangbiakan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas 
masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan nilai dasar atas masyarakat, 
membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-
perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, 
memperbesar kekuasaan Pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang 
diatur oleh Peraturan Pemerintah.
8
 
Berdasarkan sebab-sebab tersebut, maka faktor kultur dan manajemen 
dalam birokrasi yang tidak baik menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana 
korupsi. Sehingga dalam melakukan pembenahan, pertama kali adalah 
memperbaiki budaya hukum itu sendiri selain faktor aparat penegak hukum. Jika 
dianalisis dalam perspektif kriminologi maka terdapat 5 faktor penyebab yang 
mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Diagram 
reciprocal cyclus menjelaskan sedikitnya 5 faktor penyebab yang mempengaruhi 
pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain: faktor 
hukum itu sendiri (legal factor itself), faktor penegak hukum (law enforcement 
factor), faktor sarana (means factor), faktor masyarakat (community factor), dan 
faktor budaya (cultural factor). 
Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 
menciptakan penegakan hukum yang baik maka faktor hukum, faktor penegak 
hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya juga harus 
dibenahi satu sama lain. Tanpa perbaikan dari kelima faktor tersebut, selama itu 
pula penegakan hukum menjadi tidak efektif. 
                                                             
8
Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, 1987, Kejahatan-kejahatan Yang 
Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 393-394 
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Selain itu, penggunaan sarana penal dalam melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi juga tidak selalu efektif. Diperlukan lebih banyak 
penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai 
kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. 
Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan 
penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan 
menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini 
sangat terbatas dan fragmentair, yaitu terfokus pada dipidananya sipembuat. 
Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana 
lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan 
bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang 
hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik. Namun 
perlu dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si 
pembuat kejahatan tetapi masyarakat atau kondisi lingkungan juga memerlukan 
perawatan dan pembinaan.
9
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
sarana penal terutama non penal harus terus dimaksimalkan, tidak hanya berupaya 
menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi akan tetapi lebih diarahkan kepada 
pembinaan masyarakat agar mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri. Demikian 
pula dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang 
dalam jabatan, sosialisasi-sosialisasi terhadap bahaya KKN yang dapat merusak 
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus tetap 
dilakukan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kejahatan korupsi itu 
sendiri.  
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Perbuatan yang dilakukan Djoko Raino Sigit. S.Pd., M.Si. telah 
menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan 
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.  
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 Sudaryono, Op. Cit., hlm. 63 
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Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam perkara 
putusan korupsi tersebut adalah Djoko Raino Sigit S.Pd, M.Si. selaku Kepala 
Dinas Pendidikan Sukoharjo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan 
keuangan atau perekonomian negara, dan terdakwa sebagai orang yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama-sama. 
4.2  Saran  
Dalam menciptakan penegakan hukum yang baik maka faktor hukum, 
faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya 
juga harus dibenahi satu sama lain. Tanpa perbaikan dari kelima faktor tersebut, 
selama itu pula penegakan hukum menjadi tidak efektif. 
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